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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Pengertian Pajak 
Istilah pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula ajeg menjadi Pa-ajeg. Pa-ajeg memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur, terhadap hasil bumi.

Pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama dan paling besar hal untuk itu pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Dibawah ini merupakan definisi pajak sebagai berikut:
Pengertian pajak menurut Waluyo adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarkan pemerintahan”. 
(2007:2)

Sedangkan menurut Erly Suandy menyatakan bahwa definisi pajak adalah sebagai berikut: 
“Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik”. 
(2006:1)
Dari dua pengertian diatas, maka dapat disimpulakan bahwa pajak adalah pungutan atau iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan prestasi kembali dari pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
2.1.2 Ciri-ciri Pajak
Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dari pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pamerintah daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan budgeter, yaitu mengatur. 
2.1.3 Fungsi Pajak
Pengertian fungsi dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kasejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair
Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang menyimpang.
Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsi tersebut pemerintah membutuhkan dana yang sebagaian besar akan dibiayai dengan penerimaan pajak.
Fungsi Budgetait ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiscal (fiscal function), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yamg dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakkan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai barbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.
Disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. 

2. Fungsi Regulered
Fungsi Regulered disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susuna pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.
Fungsi Regulered juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulered ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair. 
(2009:25)
2.1.4 Subyek dan Obyek Pajak
Berikut ini akan dijelaskan siapa yang menjadi subjek pajak dan apa yang menjadi objek pajak.

1. Subjek Pajak
Subjek pajak diartikan sebagai orang yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pengertian subjek pajak menurut Waluyo sebagai berikut:

“Subjek pemungutan pajak, yaitu:

a. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar Indonesia.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris.
c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, Perseroan lainnya, serta BUMS dan bentuk usaha apapun.
d. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia”.
(2007:57)
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa subjek pajak merupakan sebuah satuan dari masyarakat yang terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, serta bentuk usaha tetap yang ada.
2. Objek Pajak

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Pengertian objek Menurut Waluyo adalah sebagai berikut ini:

“Objek pemungutan pajak, yaitu:

1. Penghasilan;

2. Laba usaha;

3. Hadiah dari undian atau pekerjaan;

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; dan

5. Deviden”.

(2007:66)

Berdasarkan teori diatas disebutkan bahwa objek pajak merupakan sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, yang berupa penghasilan, laba usaha, hadiah dari undian, keuntungan karena penjualan, serta deviden.
2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk keperluan pemerintah disatu pihak, tetapi demi kepentingan rakyat banyak karena pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya kontra prestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan tidak memandang jumlah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah.

Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan syarat-syarat yang khusus untuk melakukannya agar seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Adapun syarat-syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut :

“Asas pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungut pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yajni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara unun dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru”.
(2002:2)
Sedangkan syarat-syarat pemungutan pajak menurut Erly Suandy adalah sebagai berikut :
“Syarat-syarat pemungutan pajak :

1. Equality

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus dilakukan berbeda.
2. Certainty

Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam syarat ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
3. Convenience Of Payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
4. Economic Of Collections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh”.
(2006:19)
Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara wajib pajak dan penagih pajak serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari wajib pajak, karena wajib pajak merasa dirugikan oleh fiskus.
2.1.6 Pengelompokan Pajak
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, pajak yang dipungut oleh negara Indonesia beraneka ragam. Menurut kemampuan daya beli masyarakat masyarakat saja sudah berbeda, karena daya beli masyarakat Indonesia berbeda-beda atau bervariasi. Ada yang penghasilannya tinggi sehingga daya beli masyarakat pun tinggi, ada yang daya belinya rendah karena penghasilannya rendah dan ada pula yang penghasilannya menengah sehingga daya belinya tercukupi. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang jenis pajak. Misalnya jenis pajak apa yang harus masyarakat bayar dan berapa jumlahnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman tentang pembagian jenis pajak, pajak harus dikelompokkan.

Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis dilihat dari berbagai segi, misalnya dilihat dari segi golongan, pembagian berdasarkan wewenang yang memungut dan pembagian pajak menurut sifatnya.

1. Berdasarkan Golongannya

Pengelompokan pajak berdasarkan golongannya menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut :

“Menurut golongannya :

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”.
(2002:5)

Sedangkan pengelompokan pajak berdasarkan golongannya menurut Siti Resmi adalah sebagai berikut:

“Menurut golongannya :

a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung”.

(2007:28)
Dari dua pengertian diatas tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang secara ekonomis tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dengan kata lain harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan pengertian pajak tidak langsung merupakan pajak yang secara ekonomis dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

2. Berdasarkan sifatnya

Pengelompokan pajak berdasarkan sifatnya menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut :
“Menurut sifatnya :

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak”.

(2002:6)
Sedangkan pengelompokan pajak berdasarkan sifatnya menurut Siti Resmi adalah sebagai berikut:

“Menurut sifatnya :

a. Pajak subjektif adalah pajak yang memperlihatkan kondisi atau keadaan Wajib Pajak dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan yang subjektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu gaya pikul.
b. Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperlihatkan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan”.
(2007:28)
Dari kedua pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengelompokan pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut. Contoh: Bea Materai untuk surat berharga yang mempunyai harga nominal Rp. 900.000,- tidak akan sama dengan surat berharga yang mempunyai harga nominal Rp.2.000.000,-

3. Berdasarkan lembaga pemungut

Pengelompokan pajak berdasarkan pemungutannya menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut :

“Menurut lembaga pemungutannya :

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :
· Pajak Provinsi
· Pajak Kabupaten/Kota”.

(2002:6)
Sedangkan pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya menurut Siti Resmi adalah sebagai berikut:

“Menurut lembaga pemungutannya :

a. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
b. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah”.
(2007:28)
Dengan adanya pengelompokan pajak, para wajib pajak dengan mudah dapat mengidentifikasi jenis pajak apa yang harus mereka bayar, dan akan mempermudah proses penagihan pajak oleh fiskus.
2.1.7 Tarif Pajak
Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan.

Tarif pajak yang menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas adalah sebagai berikut :
“Ada empat macam tarif pajak :

1. Tafif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Lapisan Penagihan Kena Pajak dalam pasal 17 UU PPh tahun 2000.
4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar”.

(2003:16)
Sedangkan tarif pajak menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia adalah sebagai berikut :
“Dalam berbagai literatur perpajakan dikenal empat macam tarif, yaitu:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia), bersifat tetap walaupun objek pajaknya jumlahnya berbeda-beda.

2. Tarif Proporsional
Tarif proporsional adalah tarif yang prosentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah maka jumlah uang yang harus dibayar juga semakin besar jumlah yang dijadikan dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan ini diperoleh dengan persentase yang sama.
3. Tarif Progresif
Tarif progresif adalah tarif yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula prosentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak-pajak subyektif.
4. Tarif Dregresif

Tarif dregresif adalah tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Apabila objek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah tarifnya.
(2008:34)
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tarif pajak, para wajib pajak dengan mudah dapat menghitung seberapa besar pajak yang harus wajib pajak bayar dan akan mempermudah proses penagihan pajak oleh fiskus.
2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi adalah sebagai berikut :

“Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu official assesment system, self assesment system, with holding system, yaitu:

1. Official Assesment Sysem adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;

b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;

c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;

d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan

e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
3. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakkan yang berlaku”.
(2007:10)
Berdasarkan teori diatas dapat ditentukan bahwa sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh negara Indonesia adalah sistem pemungutan pajak self assesment system dimana wajib pajak diberikan kewajiban sendiri untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak.
2.1.9 Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Administrasi perpajakan berperan penting dalam kondisi terkini. Kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya. Menurut Marcus Taufan Sofyan tentang Pengertian Sistem administrasi Perpajakan Modern :
“Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001”. 
(2005:53)
Sedangkan menurut Suparman tentang Pengertian Sistem administrasi Perpajakan Modern: 
“Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat”. 
(2007:1)

Berdasarkan dua definisi tersebut diatas sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat.

Tujuan dari reformasi administrasi perpajakan adalah bahwa administrasi perpajakan yang ada di suatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal.
Jika program modenisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Untuk mewujudkan itu semua, maka reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

Latar belakang dilakukannnya modernisasi perpajakan adalah:

1. Citra DJP, yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan.

3. Integritas dan produktivitas sebagai pegawai yang masih harus ditingkatkan.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidaklah hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan. Dimana ketentuan, prosedur, dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi business friendly bagi masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat dapat memandang pajak menjadi suatu kewajiban partisipatif warga dan tidak dianggap sebagai beban kuantitatif.

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

1. Restrukturisasi organisasi.

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibelitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang cukup dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi. 
Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik dilevel kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijaksaan.
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan business process, yang mencangkup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan business process merupakan pilar penting program modernisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang diarahkan pada penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal.

Tujuan:

a. Diharapkan dengan full automation, akan tercipta suatu business process yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan paerless, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.

b. Business process dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN.

c. Fungsi pengawasan internal akan lebih efelktif denagn adanya built-in control system, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.  
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.
Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah manusianya.  
Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang capable dan berintegitas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas.

Diharapkan ke depannya Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem administrasi perpajakan modern akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja.

4. Pelaksanaan Good Governance. 
Elemen terakhir adalah pelaksanaan good governance, yang sering kali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam praktek berorganisasi, good governance biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (internal control) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

Direktorat Jenderal Pajak dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance tersebut berupa: 

a. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut.

b. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya indepanden untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan.

c. Dalam lingkup internal Direktorat Jenderal Pajak sendiri, telah dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal di bawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya aparatur.

d. Lebih jauh lagi, pembentukan complaint center di masing-masing Kanwil modern untuk menampung keluhan wajib pajak merupakan bukti komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajaknya sekaligus pengawasan bagi internal Direktorat Jenderal Pajak. 

Sedangkan tujuan modernisasi administrasi perpajakan yaitu untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

a. Tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) yang tinggi.

b. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap adminisrtasi perpajakan yang tinggi.

c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep dan tujuan modernisasi adminitrasi perpajakan merupakan perbaikan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan agar tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, serta tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

2.1.10 Administrative Costs 

Untuk mencapai sistem perpajakan modern maka diperlukan biaya-biaya yang cukup untuk melaksanakan semua itu. Secara umum biaya dapat didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh manfaat baik berupa barang ataupun jasa yang diukur oleh satuan moneter. 

Menurut Mulyadi menyatakan bahwa biaya adalah: ”Nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperolah manfaat”. (2007:29)
Kemudian adapula pengertian menurut Mulyadi dalam menyatakan: 
“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”. 
(2007:8)
Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi biaya adalah nilai tukar, pengorbanan sumber ekonomi untuk tujuan tertentu agar memperolah manfaat. Untuk memenuhi sistem administrasi perpajakan modern maka Direktorat Jenderal Pajak harus mengeluarkan biaya-biaya agar para wajib pajak tidak kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya, turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakan. 
Menurut Siti Kurnia Rahayu dalam menyatakan bahwa:

 “Administrative costs adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sector publik dalam hal ini pemerintah suatu negara, terutama terkait denagn biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengadministrasikan pajak atau tax bureau yang di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Meliputi biaya untuk pengembangan sistem informasi, biaya gaji pegawai, dan biaya pengembangan sistem komputerisasi”.   

(2009:151)

Selain itu Menurut John L. Turner et All (1998) yang telah dikemukakan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu dalam menyatakan bahwa:

 “Administrative costs adalah pembiayaan bagi pemerintah yang menangani pajak. dalam pembiayaan ini termasuk didalamnya gaji dan upah seluruh staf terkait yang terlibat dalam pajak termasuk juga pensiun, biaya akomodasi: materai, telepon, print, peralatan tulis, perjalanan, dan biaya peralatan lainnya”.

(2009:152)

Berdasarkan pengertian-pengrtian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrative costs biaya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi biaya untuk pengembangan sistem informasi, biaya gaji pegawai, dan biaya pengembangan sistem komputerisasi, gaji dan upah seluruh staf terkait yang terlibat dalam pajak termasuk juga pensiun, biaya akomodasi.  
Administrative costs yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk mengembangkan sistem administrasi perpajakan modern yang sudah diterapkan agar menjadi lebih baik. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut diantaranya biaya untuk pengembangan sistem informasi, biaya gaji pegawai, biaya pengembangan sistem komputerisasi dan biaya operasional.

1. Biaya untuk pengembangan sistem informasi, biaya tersebut digunakan Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem informasi yang dimiliki pajak agar lebih efisien dan efektif.
2. Biaya gaji pegawai, biaya tersebut dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak untuk peningkatan kinerja dari para pegawai agar tidak pindah ke sektor swasta dan juga untuk mengurangi tindak penyelewengan.
3. Biaya pengembangan sistem komputerisasi, biaya untuk mengembangkan sistem komputerisasi tanpa mengurangi sistem komputerisasi yang sudah ada, agar para wajib pajak tidak kesulitan dalam melakukan aktivitas perpajakannya.

4. Biaya operasional, biaya untuk membeli peralatan yang diperlukan seperti alat-alat kantor yang sudah habis atau yang sudah tidak layak pakai.
Hubungan antara penerapan sistem administrasi perpajakan modern dengan administrative costs dapat dilihat melalui penerimaan pajaknya, yaitu penekanan penerimaan pajak sebagai kontribusi terbesar penerimaan negara diharapkan semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak, pengurangan biaya wajib pajak (compliance costs) dan biaya bagi pemerintah (administrative costs) dalam kewajiban administrasi perpajakan. Biaya-biaya perhitungan, penagihan, dan pengawasan pajak harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Biaya-biaya yang diminimalkan tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah (administrative costs), tetapi juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan kepatuhan perpajakannya (compliance costs).
2.2 Kerangka Pemikiran

Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak. Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan, dan bidang pengawasan. 

Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan. Modernisasi sistem perpajakan dilingkungan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menerapkan Good Governance dan pelayanan prima kepada masyarakat. Good Governance merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang trasparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.

Jika program modenisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. Untuk mewujudkan itu semua, maka reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Latar belakang dilakukannnya modernisasi perpajakan adalah:
1. Citra DJP, yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.
2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan.
3. Integritas dan produktivitas sebagai pegawai yang masih harus ditingkatkan.
Menurut Marcus Taufan Sofyan tentang Pengertian Sistem administrasi Perpajakan Modern:

“Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001.” 
(2005:53)

Sedangkan menurut Suparman tentang Pengertian Sistem administrasi Perpajakan Modern: 
“Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat”. 
(2007:1)
Berdasarkan dua definisi tersebut diatas sistem administrasi perpajakan modern merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar sistem administrasi tersebut lebih efisien, ekonomis dan cepat.
Modernisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah tentunya tidaklah hanya untuk mencapai target penerimaan pajak semata, juga penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan. Dimana ketentuan, prosedur, dan aktivitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi business friendly bagi masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat dapat memandang pajak menjadi suatu kewajiban partisipatif warga dan tidak dianggap sebagai beban kuantitatif.

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

1. Restrukturisasi organisasi.

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang cukup dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi. 

Implementasi konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik dilevel kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijaksanaan.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan business process, yang mencangkup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan business process merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal.

Tujuan:

a. Diharapkan dengan full automation, akan tercipta suatu business process yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan paerless, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.
b. Business process dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN.
c. Fungsi pengawasan internal akan lebih efektif denagn adanya built-in control system, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.  

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.
Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah manusianya.  

Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang capable dan berintegitas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas.

Diharapkan ke depannya Direktorat Jenderal Pajak dengan sistem administrasi perpajakan modern akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja.

4. Pelaksanaan Good Governance. 

Elemen terakhir adalah pelaksanaan good governance, yang sering kali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam praktek berorganisasi, good governance biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (internal control) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

Direktorat Jenderal Pajak dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance tersebut berupa: 

a. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut.

b. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya indepanden untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan.

c. Dalam lingkup internal Direktorat Jenderal Pajak sendiri, telah dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal di bawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

d. Lebih jauh lagi, pembentukan complaint center di masing-masing Kanwil modern untuk menampung keluhan wajib pajak merupakan bukti komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajaknya sekaligus penganwasan bagi internal Direktorat Jenderal Pajak. 

Untuk mencapai sistem perpajakan modern maka diperlukan biaya-biaya yang cukup untuk melaksanakan semua itu. Secara umum biaya dapat didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh manfaat baik berupa barang ataupun jasa yang diukur oleh satuan moneter. 

Menurut Mulyadi tentang pengertian biaya menyatakan bahwa: “Biaya adalah nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperolah manfaat”. (2007:29)

Kemudian adapula pengertian menurut Mulyadi menyatakan bahwa: 
“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”. 
(2007:8)
Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi biaya adalah nilai tukar, pengorbanan sumber ekonomi untuk tujuan tertentu agar memperolah manfaat.

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak disebut biaya administasi atau administrative costs. Menurut Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa:

“Administrative costs adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh sektor publik dalam hal ini pemerintah suatu negara, terutama terkait denagn biaya-biaya yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengadministrasikan pajak atau tax bureau yang di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak. Meliputi biaya untuk pengembangan sistem informasi, biaya gaji pegawai, dan biaya pengembangan sistem komputerisasi”.   

(2009:151)

Selain itu Menurut John L. Turner et All (1998) yang telah dikemukankan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa:

“Administrative costs adalah pembiayaan bagi pemerintah yang menangani pajak. dalam pembiayaan ini termasuk didalamnya gaji dan upah seluruh staf terkait yang terlibat dalam pajak termasuk juga pensiun, biaya akomodasi: materai, telepon, print, peralatan tulis, perjalanan, dan biaya peralatan lainnya”.

(2009:152)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrative costs biaya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi biaya untuk pengembangan sistem informasi, biaya gaji pegawai, dan biaya pengembangan sistem komputerisasi, gaji dan upah seluruh staf terkait yang terlibat dalam pajak termasuk juga pensiun, biaya akomodasi. 

Administrative costs yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk mengembangkan sistem administrasi perpajakan modern yang sudah diterapkan agar menjadi lebih baik. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut diantaranya biaya untuk pengembangan sistem informasi, biaya gaji pegawai, biaya pengembangan sistem komputerisasi dan biaya operasional.

1. Biaya untuk pengembangan sistem informasi, biaya tersebut digunakan Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem informasi yang dimiliki pajak agar lebih efisien dan efektif.
2. Biaya gaji pegawai, biaya tersebut dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak untuk peningkatan kinerja dari para pegawai agar tidak pindah ke sektor swasta dan juga untuk mengurangi tindak penyelewengan.
3. Biaya pengembangan sistem komputerisasi, biaya untuk mengembangkan sistem komputerisasi tanpa mengurangi sistem komputerisasi yang sudah ada, agar para wajib pajak tidak kesulitan dalam melakukan aktivitas perpajakannya.

4. Biaya operasional, biaya untuk membeli peralatan yang diperlukan seperti alat-alat kantor yang sudah habis atau yang sudah tidak layak pakai.
Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triono Ari Nugroho yaitu pada variabel dependent (Y) dimana variabel dependent (Y) Triono Ari Nugroho adalah Biaya Kepatuhan Pajak. Sedangkan variabel dependent (Y) peneliti adalah Administrative Costs pada kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung. Persamaan peneliti dengan Triono Ari Nugroho yaitu variabel indepandent (X), Sistem Administrasi Perpajakan Modern.

Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah sebagai berikut:
Tabel 2.1 
Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu
	No
	Judul Penelitian
	Hasil Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Biaya Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat

(Triono Ari Nugroho,
2009)
	Dengan adanya Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern maka biaya yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dapat berkurang.
	Terdapat persamaan variabel independent (X) yaitu Sistem Administrasi Perpajakan Modern.
	Perbedaan peneliti dengan Triono Ari Nugroho terletak pada variabel dependent (Y) dimana Variabel dependent (Y)  Triono Ari Nugroho yaitu  Biaya Kepatuhan Pajak sedangkan Variabel dependent (Y) peneliti yaitu Administrative Cost.

	2
	Pengaruh sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Marcus Taufan Sofyan, 2005)
	Adanya penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WP

	Objek yang akan diteliti sama-sama mengenai sistem modernisasi perpajakan

	Perbedaan objek yang diteliti yaitu administrative costs. 

	3
	Analisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan yang memanfaatkan sistem informasi elektronik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. (Dewi Permanawati, 2006)
	Penerapan sistem administrasi perpajakan disusun seefektif mungkin dengan penggunaan sistem teknologi sehingga dapat mengurangi biaya administrasi.
	Membahas tentang sistem administrasi perpajakan dan sekilas tentang administrative costs
	objek yang diteliti yaitu administrative costs


Menurut Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa dengan penekanan penerimaan pajak sebagai kotribusi terbesar penerimaan negara diharapkan semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh, yang akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan pajak, pengurangan biaya wajib pajak dan biaya bagi pemerintah (administrative Cocts) dalam kewajiban administrasi perpajaknya.  
Dari uraian diatas, tampak jelas pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap administrative costs. Dengan melandaskan pada pendapat para ahli, teori-teori yang relevan dan berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dilakukan paradigma sebagai berikut:









Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran
2.3 Hipotesis 
Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan berhipotesis bahwa:
”Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh terhadap Administrative Costs”.
Sistem Administrasi Perpajakan Modern





Restruktur Organisasi


Penyempurnaan Proses Bisnis Melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Dan Informasi


Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia


Pelaksanaan Good Governance








Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern:


Tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.


Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.


Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi 
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Biaya Pengembangan Komputerisasi


Biaya Operasional





Hipotesis:


Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern


Terhadap Administrative Costs
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